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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena
atas karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 ini

dapat diselesaikan dengan baik.

Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan
BPBD Provinsi Riau untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh
BPBD Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2022 dalam mendukung kinerja
utama yaitu penanggulangan bencana di Provinsi Riau. Dasar penyusunan
Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 ini adalah RKPD Provinsi Riau Tahun
2022. Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 diharapkan berpedoman pada
Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, hasil evaluasi hasil Renja
Perangkat Daerah pada Tahun 2020.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun
2022 masih terdapat kekurangan, maka diharapkan masukan positif dalam
penyempurnaan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 agar lebih baik untuk
mewujudkan Riau tangguh dalam menghadapi bencana. Kami ucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan
Renja BPBD Tahun 2022, semoga bermanfaat dalam kemajuan
pembangunan khususnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

di Provinsi Riau agar semakin tangguh dalam menghadapi bencana.
Pekanbaru, Juli 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU

M. EDY AFRIZAL, SE, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19730421 199203 1 002
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BAB I
PENDAHULUAN

1.3 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan
jenjang perencanaan Yyaitu perencanaan jangka panjang (RPIPD),
perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan
(RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode
5 (lima) tahun, serta Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah
(Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

Secara hierarki penyusunan Renja OPD merupakan penjabaran dari
Rancangan Akhir RKPD yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja
dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada
Rancangan Akhir RKPD tersebut. Renja OPD juga diselaraskan dengan
Renstra OPD yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan OPD.
Rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana
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Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai
dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang
strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka
menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara
teknis, Renja OPD akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran OPD/Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara
evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan
jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah
daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang
daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana
kerja pemerintah daerah, terdapat enam tahapan utama dalam
penyusunan renja skpd yakni: persiapan penyusunan renja OPD, tahap
penyusunan rancangan awal renja OPD, penyusunan rancangan renja
OPD, pelaksanaan forum OPD, perumusan rancangan awal renja OPD dan

tahap penetapan renja OPD.

Sedangkan Tahapan dalam penyusunan Renja OPD sesuai
permendagri nomor 86 tahun 2017 melalui beberapa tahapan, yaitu :
Penyusunan Rancangan Awal, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik,
Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan
Rencana. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tahapan penyusunan Renja

OPD terlihat seperti gambar berikut ini :
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam
penyusunan Renja OPD Tahun 2022, melakukan inventarisir
permasalahan dari hasil evaluasi renja tahun sebelumnya (evaluasi renja
tahun 2020) serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari
masyarakat dan Kabupaten/Kota hasil dari Forum Perangkat Daerah,
dengan berpedoman kepada Renstra BPBD Provinsi Riau Periode 2019-
2024.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebutkan bahwa

BPBD Provinsi Riau mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
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1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegaan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan
setara,

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan,

3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana,

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana,

5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala
Daerah setiap bulansekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam
kondisi darurat bencana,

6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang,

7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggran Pendapatan dari Belanja Daerah, dan

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai engan peraturan perundang-

undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sebagai
Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2021 menyusun Rencana Kerja
BPBD Tahun 2022 dimana sebelumnya menyusun Rencana Strategis BPBD
Tahun 2019 — 2024 yang ditugaskan dan diarahkan sesuai RPJMD Provinsi
Riau 2019-2024 untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di
bidang penanggulangan bencana, maka dapat dijelaskan dalam Visi dan

Misi BPBD Provinsi Riau sebagai berikut:

'Mewujudkan Ketangguhan Provinsi Riau dalam Menghadapi

Bencana”
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Dengan slogan Riau Bebas Asap bermaksud merubah paradigma
penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau,
penanganan bencana banjir, serta mengembalikan kepercayaan

masyarakat Riau, bahkan masyarakat negara tetangga.

Penjelasan makna dari penetapan Visi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Riau adalah :

1. Ketangguhan bermakna bahwa kesadaran yang terinternalisasikan
dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan
kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini
memiliki kemampuan untuk :

a. Mengantisipasi ancaman yang ada di sekitarnya;

b. Melindungi, dapat berupa perlawanan atau menghindari terhadap
ancaman;

c. Mengadaptasi terhadap ancaman yang terjadi;

d. Bangkit kembali dari akibat bencana yang menimpanya

2. Provinsi Riau Adalah wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Riau dengan didukung Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten/Kota setempat serta Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.

3. Bencana bermakna peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor
non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan

dampak psikologis.
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1.2

Untuk mewujudkan Visi tersebut dapat dituangkan melalui 5 (lima)

Misi sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD sebagai berikut :

1.

Melindungi masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui

pengurangan resiko bencana,

. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal,

. Menyelenggarakan Fasilitas dan Koordinasi dalam upaya Rehabilitasi

dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana,

. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan

membangun kerjasama antar Instansi Terkait dalam penanggulangan

bencana,

. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Riau dalam

penanggulangan bencana.

Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022,

payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara

lain:

1.

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penanggulangan
bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi RanperdaTentang RPJPD dan RPIMD, serta tata
cara perubahan RPIPD, RPIJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10

Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
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26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2015 tentang Prosedur
Tetap Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi

Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 61);

27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 78).

1.3 Maksud, Tujuan Penyusunan Renja 2022

Maksud penyusunan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 adalah
sebagai pedoman dalam menentukan program dan kegiatan yang dipakai
untuk mencapai sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan
RPJIMD Provinsi Riau dan Renstra BPBD Tahun 2019-2024. Rencana Kerja
BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 sangat penting peranannya sebagai arah
dan pedoman bagi BPBD Provinsi Riau dalam pelaksanaan
penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahapan untuk tahun
2022.

Secara umum, penyusunan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022
ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis sebagai
pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal
penanggulangan bencana yang dituangkan dalam bentuk kebijakan
berupa APBD Provinsi Riau Tahun 2022. Penyusunan ini juga bertujuan
untuk merangsang partisipasi  publik dalam  merencanakan,
melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara spesifik, tujuan

penyusunan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 adalah untuk:

Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022



1. Membuat suatu dokumen rencana penanggulangan bencana tahunan
yang sesuai dengan kondisi daerah dan perkembangan yang terjadi di
daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.

2. Memperoleh evaluasi atas program dan kegiatan yang menjadi upaya
nyata dalam melindungi masyarakat Provinsi Riau dari bencana pada
tahun 2022.

3. Menyediakan acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Provinsi
Riau Tahun 2022, sebagai dasar dari penyusunan APBD Provinsi Riau
Tahun 2022.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau

Tahun 2022 disusun dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang mengharuskan Penyusunan Renja Perangkat
Daerah disusun pada bulan Juli;

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2022.

Dengan mempertimbangkan dua poin tersebut, maka perlu
dilakukan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BPBD Provinsi Riau Tahun
2022. Renja BPBD Tahun 2022 ini sangat penting dalam rangka menjaga
konsistensi, keselarasan dan kontinuitas upaya pencapaian visi dan misi

BPBD Provinsi Riau dengan lebih efisien dan efektif.

Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022
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1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja BPBD Provinsi Riau Tahun

Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud,
tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan

gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BPBD PROVINSI RIAU TAHUN 2020
Memuat kompilasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BPBD
Tahun 2020, Analisis Kinerja Pelayanan BPBD, Isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rancangan
Akhir RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BPBD PROVINSI RIAU
Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan
Sasaran Renja BPBD Provinsi Riau serta Program dan Kegiatan
BPBD pada tahun 2022.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD PROVINSI RIAU
TAHUN 2022

BAB V. PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
BPBD PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

2.1,

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020.
Evaluasi dilakukan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja
program/kegiatan yang mencakup masukan (/nput), keluaran (output) dan hasil
(outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Povinsi Riau Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 ini, anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) murni Tahun 2020 untuk BPBD Provinsi Riau adalah sebesar
Rp.14.560.849.163,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.8.571.746.587,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.3.498.678.826,-. Program
dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi 3 (tiga) program dan 27 (dua puluh
tujuh) kegiatan. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 4 bidang dan
Sekretariat. Pada Triwulan ketiga terjadi Penambahan Anggaran melalui Belanja
Tak Terduga (BTT) mencapai Rp. 2.490.423.750,- pada belanja langsung di
Kegiatan Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan
Lahan di Provinsi Riau sehingga pagu anggaran BPBD Provinsi Riau pada belanja
langsung bertambah menjadi sebesar Rp.5.989.102.576,-. Pada Anggaran
Perubahan Tahun 2020 terjadi beberapa penambahan dan pergeseran anggaran
sehingga pagu BPBD menjadi sebesar Rp.16.351.849.142 (Belanja Langsung
Rp.6.163.687.576,- dan Belanja Tidak Langsung Rp.10.188.161.566,-).

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun
Anggaran 2020 terealisasi cukup baik hanya saja ada beberapa kegiatan yang
tidak terserap atau dengan realisasi rendah. Prosentase penyerapan anggaran

jika dibandingkan dengan pagu anggaran perubahan tahun 2020 sebesar
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68,84% untuk anggaran Belanja Langsung (BL). Rincian realisasi APBD BPBD
Provinsi Riau Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel. 2.1

Rincian Realisasi Anggaran BPBD Provinsi Riau Tahun 2020

R

Belanja Tidak 10.188.161.566 8.701.790.803 85,41 100
Langsung

Belanja 6.163.687.576 4.123.060.426 68,84 96,29
Langsung

Jumlah Belanja 16.351.849.142 12.824.851.229 78,43 92,56

Untuk lebih jelasnya, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020
di BPBD Provinsi Riau disajikan dalam bentuk Tabel 2.2 dan Tabel T.C.29.

Tabel 2.2
Evaluasi Renja BPBD Tahun 2020
Pagu Penyerapan Dana/ Fisik
No Program Kegiatan Perubahan Realisasi (%)
Rp Rp %
1 Program Pelayanan | Penyediaan Jasa Surat
Administrasi Menyurat 12,300,000 10,050,000 | 81.71 83.17
Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik 370,000,000 341,342,771 | 92.25 100.00
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 266,720,000 248,477,250 | 93.16 | 100.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 76,097,400 74,297,740 | 97.64 100.00
Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan 51,880,600 51,780,600 | 99.81 100.00
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor 10,000,000 9,993,500 | 99.94 | 100.00
Penyediaan Makanan Dan
Minuman 165,550,000 165,260,000 | 99.82 | 100.00
Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar dan Dalam
Daerah 302,601,226 301,276,793 | 99.56 | 100.00
Penyediaan Jasa Administrasi
Kantor 200,900,000 192,900,000 | 96.02 96.03
Penyediaan Jasa Keamanan 100.00 | 100.00
Kantor 390,880,250 390,877,000
2 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peningkatan Sarana | Gedung Kantor 60,000,000 59,411,550 99.02 | 100.00
Dan Prasarana Pemeliharaan Rutin/Berkala
Aparatur Kendaraan Dinas/Operasional
280,279,000 277,081,280 98.86 | 100.00
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Pemeliharaan Rutin/berkala
peralatan Gedung kantor 60,000,000 59,246,000 98.74

100.00

3 Program Distribusi Logistik dan Peralatan
Penyelenggaraan Kebencanaan 60,371,000 56,957,800 94.35

100.00

Penanggulangan Pengendalian Operasi
Bencana Penanggulangan Bencana di
Provinsi Riau 335,617,800 287,797,212 85.75

100.00

Penguatan Kapasitas Tim Reaksi
Cepat BPBD 33,784,000 32,535,700 96.31

100.00

Penyusunan Rencana
Kontinjensi 78,192,400 76,775,741 98.19

100.00

Pembentukan dan 98.63
Pengembangan Desa Tangguh 145,485,000 143,485,000
Bencana

100.00

Peringatan Hari Kesiapsiagaan
Bencana Nasional 13,468,800 13,068,800 97.03

100.00

Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan
Bencana Se Provinsi Riau 90,835,000 90,835,000 | 100.00

100.00

Pendataan Perhitungan
Kerugian Akibat Pasca Bencana 32,590,000 29,045,000 89.12

100.00

Penguatan Kemampuan Kajian
Kebutuhan Pasca Bencana (JITU
PASNA) 49,092,000 44,590,900 90.83

100.00

Penyediaan jasa Sosialisasi,
informasi, publikasi dan
kehumasan SKPD 30,794,400 30,470,100 98.95

100.00

Rapat Koordinasi Badan
Penanggulangan Bencana Se
Provinsi Riau (Rakornis) 163,526,200 163,075,200 99.72

100.00

Pelaksanaan Operasional
Pusdatin BPBD Provinsi Riau 192,298,750 181,563,750 94.42

66.54

Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Dana 200,000,000 200,000,000
Bantuan Hibah Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana 100.00

100.00

Respon Cepat Penanganan
Darurat Bencana Hutan dan 2,490,423,750 590,865,739
Lahan di Provinsi Riau Tahun
2020 23.73

54.13

Jumlah 6,163,687,576 4,123,060,426 | 68.84

96.29

Secara garis besar evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2020
terlihat bahwa realisasi/capaian kinerja dari sisi keuangan cukup rendah pada
Belanja Langsung sebesar 68,84%, lebih rendah dari tahun 2019. Berdasarkan
hasil evaluasi diatas terlihat bahwa program/kegiatan dengan realisasi fisik dan

realisasi keuangan tertinggi terdapat pada program/kegiatan rutin dan yang
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bersifat pelatihan yang rata-rata mendekati 90 - 95 %. Pada program

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdapat 1 (satu) Kegiatan yang

realisasinya masih rendah yaitu kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat

Bencana Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2020 sebesar 23,73% karena

beberapa hal yaitu :

1. Tidak diserapnya belanja uang saku Satgas (TNI dan POLRI) dalam
penanggulangan karhutla, karena sudah mendapatkan alokasi dana dari
Pemerintah Pusat melalui BNPB.

2. Tidak diserapnya uang makan relawan, karena kondisi dan situasi bencana
Karhutla yang cukup terkendali yang ditandai dengan titik api dan luas lahan
terbakar yang tidak sebanyak tahun lalu sehingga relawan tidak
diperbantukan karena masih dapat ditangani oleh Satuan Reaksi Cepat (SRC)
BPBD Provinsi Riau.

Sehingga dana yang sudah dialokasikan semula untuk hal tersebut tidak
diserap dan dikembalikan ke kas daerah.
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Riau
Sesuai tugas pokok dan fungsinya dan dalam RPIJMD Provinsi Riau Tahun
2019-2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau masuk
dalam mendukung fungsi lainnya. Pada tahun 2020 BPBD telah melaksanakan 3
(tiga) program dan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan, dengan kinerja pelayanan
BPBD dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :
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Tabel 2.3 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau

No | Indikator SPM/Standar IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Nasional Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Analisis
(1) () (3) (4) (5) (6) 7 (8) ) (10) (12) (12) (13)
Persentase
Terlaksananya
Pencegahan dan Desa Tangguh 1227.354.400 | 2-200.000.000 889.717.600 889.717.600 673.942.800 102.400.000 200.000.000 220.000.000
o Bencana di e
1. Kesiapsiagaan dalam Provinsi Riau
upaya Pengurangan Tumiah
Resiko Bencana Penurunan 1.470.064.400 545.000.000 500.000.000 550.000.000 391.546.000 33.369.500 370.000.000 400.000.000
PRB e
(PRB) Titik Hotspot
Angka Luasan
Kebakaran
hutan dan 1,222,318,400 2.875.000.000 2.500.000.000 2.525.000.000 297.457.955 393.406.426 680.000.000 740.000.000
Terlaksananya Lahan di
2. penanganan Provinsi Riau
kedaruratan Persentase
bencana. Penanganan
banjir dan 189,969,200 420.000.000 110.000.000 120.000.000 73.627.000 0 100.000.000 110.000.000
longsor di
Provinsi Riau
Persentase
Pulihnya
Terlaksananya akses
3. pemulihan pasca masyarakt 419,980,800 3.560.000.000 5.200.000.000 5.210.000.000 326.976.608 116.556.778 405.000.000 430.000.000
bencana pada fasilitas
publik pasca
bencana
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2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Riau
Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatas sebagaimana

diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

I. Kepala Badan Ex. Officio Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang membawahi Unsur
Pengaarah dan Unsur Pelaksana, namun hingga saat ini Unsur Pengarah BPBD
Provinsi Riau belum dibentuk dikarenakan keterbatasan anggaran.

II. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan, membawahi:

1. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program,
pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan
perlengkapan, hubungan masyarakat keprotokolan serta administrasi
kepegawaian, membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan Program, dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan
penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola
keuangan serta menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan
anggaran ;

C. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan ketatausahaan, rumah
tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan

serta mengelola administrasi kepegawaian.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaran pencegahan pada situasi
tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman

bencana, terdiri atas :
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a. Sub Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana
penanggulangan bencana, menfasilitasi upaya pengurangan resiko
bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis
penanggulangan bencana; dan

b. Sub Bidang kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan
terhadap ancaman bencana, pengembangan dan peringatan dini dan
penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis

penanggulangan bencana.

3. Bidang kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan,
pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi
penyelenggaran penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan
hidup dasar dan logistik pada saat tanggap darurat, terdiri atas :

a. Sub Bidang penyelamatan dan evakuasi mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi
pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban
bencana; dan

b. Sub Bidang distribusi dan logistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian
tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan,

pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik.

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi kerusakan akibat bencana, terdiri atas :
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a. Sub Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan
akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan
lingkungan, prasarana dan prasarana umum dan keagamaan, pemulihan
sosial psikologis, sosial ekonomi dan sosial budaya, fungsi pemerintahan
dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban; dan

b. Sub Bidang Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi rekonstruksi sosial,
ekonomi, budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan
kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat,
pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia
usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi

sosial, ekonomi dan budaya.

5. Bidang Data dan Informasi yang dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas
melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Pengolahan Data
dan Informasi Kebencanaan dan Subbidang Sistem Informasi, terdiri atas :

a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial dan statistik
serta pengembangan metode dan standar pengelolaan basis data
penanggulangan bencana; dan

b. Sub Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian informasi bencana serta pengelolaan dan

pengembangan jaringan informasi dan komunikasi.
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Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU

KEPALA BADAN

UNSUR UNSUR
PENGARAH PELAKSANA
SEKRETARIS
SUBAG SUBAG SUBAG
PERENCANAAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN UMUM
PROGRAM
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG DATA DAN
PENCEGAHAN KEDARURATAN REHABILITASI DAN INFORMASI
DAN KESIAPSIAGAAN REKONSTRUKSI KEBENCANAAN
SUBBID .
SUBBID PENYELAMATAN DATADAN INFROMASI
- PENCEGAHAN DAN EVAKUASI SUBBID KEBENCANAAN
L REHABILITASI
SUBBID SUBBID
SUBBID SUBBID SISTEM
KESIAPSIAGAAN DISTRIBUSI DAN
LOGISTIK REKONSTRUKSI INFORMASI
SATGAS Kelompok Jabatan
Fungsional

Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2019
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Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas dapat dirangkum

beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu :

No Masalah Pokok Akar Masalah Dampak
1. | Diperlukannya 1. Ketersediaan pagu anggaran yang Setiap tahunnya hanya
Sumber Daya terbatas. dapat melakukan pelatihan
Manusia yang 2. Pemerataan pelatihan untuk relawan di terkait penanggulangan
terlatih dalam tiap-tiap Kabupaten/Kota Provinsi Riau. | bencana sebanyak 40 orang
penanggulangan 3. Belum memadainya jumlah Sumber sampai dengan 55 orang
bencana. Daya Manusia yang ada di Badan relawan

Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Belum tersedianya data relawan yang
sudah mendapatkan pelatihan.

2. | Diperlukannya 1. Keterbatasan pagu anggaran dalam Sarana dan Prasarana masih
Sarana dan pembelian peralatan. belum representatif seperti
Prasarana 2. Penggunaan peralatan dilapangan dapat | Pusdatin dan peralatan
pendukung memperpendek massa umur peralatan. penanggulangan bencana
penanggulangan 3. Masih terbatasnya sarana prasarana
bencana. operasional dan sistim informasi

penanggulangan bencana di lingkungan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Riau dalam melaksanakan

tugas.

Dari penjelasan masalah dan dampak yang ditimbulkan tersebut dapat
memperlambat capaian sasaran RPIJMD 2019-2024 vyaitu Mewujudkan
pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berada pada misi kedua
RPIJMD vyaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang
merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini karena dalam
hal penanggulangan bencana untuk mencapai target yang ada pada renstra
BPBD selama ini dari pengajuan anggaran tiap tahunnya hanya berkisar 16%

pagu anggaran disetujui pada renja BPBD Provinsi Riau.
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Pada dasarnya seluruh wilayah administrasi Provinsi Riau merupakan
sasaran pelaksanaan pengkajian risiko bencana dengan melihat kondisi wilayah
masing-masingnya, sehingga dapat diperkirakan wilayah yang berpotensi
terhadap bencana. Pada pengkajian risiko bencana tahun 2015 yang terangkum
dalam Dokumen KRB Provinsi Riau Tahun 2016-2020, juga terdapat catatan
sejarah kejadian bencana yang digunakan berdasarkan DIBI. Namun sejarah
kejadian tersebut tercatat sampai tahun pengerjaan kajian yaitu dari tahun
1815-2016. Kejadian-kejadian bencana yang tercatat hingga tahun 2015 di
Provinsi Riau adalah 7 (tujuh) jenis bencana yang meliputi bencana kebakaran
hutan dan lahan, banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, kegagalan teknologi,

epidemi dan wabah penyakit, serta tanah longsor.

Dari gambaran diatas, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, antara lain terkait jenis
pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi

pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

1. Peluang

a. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana.

b. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang
kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana.

c. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan sinkronisasi serta koordinasi
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

d. Tersedianya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah yang
bersumber dari kementerian/lembaga di Pemerintah Pusat.

e. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi
terkait serta lembaga non Pemerintah dalam upaya penyelenggaraan

penanggulangan bencana.
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2. Tantangan
Tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Riau dalam melaksanakan Pelayanan adalah sebagai berikut :

1) Luasnya cakupan wilayah yang dilakukan penanggulangan bencana
dengan potensi bencana yang beragam.

2) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat
kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain.

3) Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi
meningkatkan intensitas bencan alam.

4) Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan
lingkungan.

5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya

pengurangan risiko bencana.

Dari peluang dan tantangan tersebut dapat ditarik Isu-isu penting dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Riau adalah sebagai
berikut :

1. Luasnya cakupan wilayah yang dilakukan penanggulangan bencana
dengan potensi bencana yang beragam.

2. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat
kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain.

3. Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi
meningkatkan intensitas bencan alam.

4. Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan
lingkungan.

5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya

pengurangan risiko bencana.
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2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan
rancangan awal rencana kerja BPBD tahun 2022. Pada tanggal 5 Juni 2021 telah
dilakukan pembahsan rancangan awal renja BPBD Tahun 2022 yang bertempat
di Kantor Bappedalitbang Provinsi Riau.

Dalam proses pembahasan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap kebutuhan BPBD dengan menyesuaikan pagu anggaran
yang tercantum dalam Rancangan RKPD Tahun 2022. Berdasarkan pembahasan
tersebut didapat beberapa point sebagai catatan yaitu :

1. Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan
Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) : tidak sesuai indikator dan isi belanja
(2 jenis sosialisasi apa?) output tidak tergambarkan dalam Rincian Kegiatan.
Harus diganti Rincian Kegiatan.

2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana: (Output
berupa RPB namun dalam rincian kegiatan ada pelatihan) : rincian belanja
tidak sesuai dengan output kegiatan

3. Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana : Pertajam Rincian
kegiatan (peserta pelatihan sekolah rincian seperti apa), output sub
kegiatan dirubah dari jenis ke orang, Lokasi wilayah dari Pekanbaru menjadi
MERANTI, pastikan jumlah peserta ada berapa, apel siaga dialihkan ke sub
kegiatan lain karena tidak sesuai.

4. Sub kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana : 4 Jenis terdiri dari apel siaga,
rakor kesiapsiagaan,hkpn,patroli udara.

5. Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana : Pembentukkan Desa tangguh bencana 1 Desa di
Pelelawan. Metode kerja seperti apa (TOR)

6. Sub kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi: 2 jenis bentuknya rapat
penguatan dan pendataan kerugian pasca bencana. Kegiatan penguatan di
7 Kabupaten/Kota/ pendataan kerugian berupa pelatihan di 4 Kabupaten
(lokus seharusnya di 8 Kabupaten )
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7. Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana :
pertama kapasitas TRC kab/kota 9 pengenalan alat diganti pemantapan)
pengenalan penggunaan tidak sesuai dengan TRC seharusnya yang lebih
expert. Kenapa tidak disatukan dengan penguatam kapasitas?

8. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi : di Bengkalis bentuk kegiatan
seperti apa? penyusunan atau pelatihan? dokumen renkon yang mana? Jika
sudah ada yang mana?

9. Sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana : (kampar) yang sudah
memiliki dokumen renkon banjir. tapi belum melaksanakan gladi. Prioritas
renkon?

10. Sub kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana : 2 jenis.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun
2021 dapat dilihat pada Tabel 2.5 (T-C.31) sebagai berikut :
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan pada rencana kerja BPBD Tahun 2022 didiskusikan
dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah Tahun 2021. Forum Perangkat
Daerah dilaksanakan di Kantor BPBD Provinsi Riau dengan menghadirkan BPBD
Kabupaten/Kota dan perwakilan dari Masyarakat/Relawan dan OPD terkait
penanggulangan bencana. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan
rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD
Kabupaten/Kota di kecamatan yang disampaikan pada saat Forum Perangkat
Daerah.

Usulan tersebut ditampung untuk ditelaah diusulkan sesuai kemampuan
pagu dan kewenangan pusat dan daerah terkait penanggulangan bencana sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Riau. Dalam hal penanggulangan
bencana biasanya yang menjadi usulan berupa permintaan pelatihan untuk
masyarakat/relawan ditingkat desa, selain itu juga usulan perbaikan untuk
pemulihan pasca bencana yang diusulkan melalui BPBD Kabupaten Kota dengan

rincian sebagaimana tabel 2.6 (T-C.32) dibawah ini :
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Tabel 2.6. (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

. . . Target Kinerja | Pagu Dana (Rp.)

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Tahun 2022 Tahun 2022

A. [Program Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

1. |Distribusi Logistik dan Peralatan Jumlah Distribusi 14 Kali 100,000,000
Kebencanaan

2 |Pengendalian Operasi Penanggulangan Jumlah Operasi Penanggulangan Bencana 30 Kali 700,000,000
Bencana di Provinsi Riau

3 |Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat BPBD |Jumlah TRC BPBD yang terlatih 50 Orang 100,000,000

4 [Penyusunan Rencana Kontinjensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi 1 Dokunen 130,000,000

5 |Pembentukan dan Pengembangan Desa Jumlah Desa Tangguh Bencana 1 Desa 200,000,000
Tangguh Bencana

6 |Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Keterlibatan Peserta Dalam HKBN 250 Orang 75,000,000
Nasional

7 |Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Se |Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi 1 Dokumen 180,000,000
Provinsi Riau Bencana Se Provinsi Riau

8 |Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Jumlah Dokumen Pendataan Perhitungan 1 Dokumen 102,000,000
Pasca Bencana Kerugian Akibat Pasca Bencana

9 [Rehabilitasi dan Rekontruksi Fasilitasi dan Jumlah Kegiatan Rehabilitasi dan 1 Kegiatan 883,052,822
Infrastruktur Publik Korban Bencana Rekontruksi Pasca Bencana

10 |Penguatan Kemampuan Kajian Kebutuhan  |Jumlah Sumberdaya Manusia yang Terlatih 40 Orang 100,000,000
Pasca Bencana (JITU PASNA) JITU PASNA

11 |Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, Jumlah Publikasi dan Tersebarnya Informasi 3 Jenis 120,000,000
publikasi dan kehumasan SKPD Penanggulangan Bencana

12 |Rapat Koordinasi Badan Penanggulangan Jumlah Dokumen perencanaan BPBD se- 1 Dokumen 383,000,000
Bencana Daerah Se-Provinsi Riau (Rakornis) |Provinsi Riau

13 |Pelaksanaan Operasional Pusdatin BPBD Jumlah Laporan pelaksanaan operasional 1 Laporan 220,000,000
Provinsi Riau Pusdatin BPBD Provinsi Riau

14 |Pembinaan Dini Pengurangan Resiko Jumlah Sekolah /Madrasah Aman Bencana 3 Sekolah 50,000,000
Bencana

15 |Pelaksanaan Simulasi dan Gladi Jumlah Peserta Simulasi Dan Gladi 200 Orang 150,000,000
Penanggulangan Bencana

16 |Penguatan Kapasitas Aparatur dan Dunia Jumlah Aparatur Dan Dunia Pendidikan 150 Orang 100,000,000
Pendidikan serta Relawan Penanggulangan |Serta Relawan Yang Terlatih Dalam
Bencana Penanggulangan Bencana

17 |Patroli Kesiapsiagaan Dalam Penaggulangan |Jumlah Personil Yang Patroli Kesiapsiagaan 25 Kali 100,000,000
Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

18 |Apel Siaga Pengurangan Resiko Bencana Jumlah Peserta Kegiatan Apel Siaga Bersama 1000 Orang 100,000,000

19 |Pemenuhan Logistik Kebutuhan Masyarakat |Jumlah Logistik Kebutuhan Masyarakat 25 Paket 110,000,000
Terdampak Terdampak

20 [Pengenalan Manajemen Dasar Anggota Jumlah Peserta Anggota Damkar 60 Orang 100,000,000
Damkar

21 |Pengenalan Penggunaan Peralatan Jumlah Peserta Pelatihan 60 Orang 150,000,000
Penanggulangan Bencana

22 |Penyusunan Rencana Penanggulangan Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan 1 Dokumen 220,000,000
Bencana (RPB) Provinsi Riau Bencana (RPB) Provinsi Riau

23 |Pelaksanaan Sekretariat Bersama Rentang Waktu Operasional Siaga Darurat 1 Tahun 296,000,000
Penanggulangan Bencana Karhutla Provinsi |Bencana Karhutla Provinsi Riau
Riau

24 |Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Jumlah Data dan Sistem Informasi Yang 4 Jenis 111,161,452
Kebencanaan Dikelola
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BPBD PROVINSI RIAU

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis arah kebijakan
pembangunan nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), serta dirumuskan dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan pengaruhnya terhadap penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan. Yang perlu
dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun
2020 yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti
reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim
investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan
bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik,
kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan
keamanan.

Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga
kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang
dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa
dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara
optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir
meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara
berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN), maka RKP 2019 memuat prioritas pembangunan, rancangan

Renja BPBD Provinst Riau Tahun 2022 27



kerangka ekonomi makro, program-program Kemeterian/Lembaga,

lintas Kementerian/Lembaga dan lintas wilayah serta kelembagaan,

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Tema Rencana Kerja Pemerintah “Pemerataan

Pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas” yang

ditekankan pada Investasi dan percepatan pembangunan

insfrastruktur  yang diharapkan dapat menjadi pendorong
pertumbuhan ekonomi serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang
ada baik antara individu maupun antar wilayah. Rencana Kerja

Pemerintah menekankan pada 5 (lima) Prioritas Nasional yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang terampil, menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang
tinggi dan dinamis.

2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, yang
menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan
distribusi, yang mempermudah akses kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi
nilai tambah perekonomian.

3. Menyederhanakan Regulasi yang menjadi kendala perubahan untuk
kemajuan, utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru
dan mengoptimalkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

4. Menyederhanakan Birokrasi melalui pemangkasan proses yang
panjang untuk mempermudah investasi.

5. Transformasi Ekonomi, dari ketergantungan terhadap sumber daya
alam menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur dan jasa

modern, yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa.
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Untuk terkait hal kebencanaan mendukung prioritas nasional
pada point (2) yaitu Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur,
yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan
distribusi, yang mempermudah akses kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai
tambah perekonomian.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan umum pembangunan
Provinsi Riau Tahun 2022 diantaranya yang terkait kebencanaan yaitu
Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana
dan pasca bencana. Dimana arah kebijakannya melalui peningkatan
kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim
adalah melalui peningkatan pemantauan kua-litas lingkungan,
pengendalian pencemaran dan kerusakan ling-kungan hidup,
penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana,
meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap
bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim.

Kebijakan-kebijakan BPBD Provinsi Riau pada pembangunan
daerah terutama di sektor penanggulangan bencana vyaitu :

1 Melakukan pendidikan dan pelatihan kebencanaan
2. Sosialisasi pemasangan early warning system

3. Pembentukan Desa Tangguh Bencana

4.  PRB berbasis Sekolah

5. Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional
6. Pembuatan Regulasi Daerah

7. Penanggulangan Bencana

8. Pembuatan SOP kebencanaan

9 Penyediaan logistik dan peralatan

10. Penyelenggaraan Pekan PRB

11. Pemetaan Kajian Risiko Bencana
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12. Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran

13. Pembelian peralatan sistem pemantauan Karhutla

14. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

15. Membangun Jaringan Sistem Informasi Penanggulangan
Bencana

16. Pendataan Kerusakan Pasca Bencana

17. Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan kerugian

18. Melakukan perbaikan infrastruktur pasca bencana

Dari kebijakan BPBD Provinsi Riau diatas terlihat bahwa arah
kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Riau sejalan dengan arah
kebijakan daerah khususnya OPD BPBD Provinsi Riau terkait
kebencanaan yang ditindaklanjuti dengan Rancangan Akhir Rencana
Kerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 yang menitikberatkan kepada
penyelenggaraan penanggulangan bencana baik dari tahap pra
bencana, darurat dan pasca bencana di Provinsi Riau.

Program dan kegiatan BPBD Provinsi Riau tersebut diharapkan
sinkron dan tidak tumpang tindih dengan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Riau lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian
sasaran prioritas pembangunan daerah, sebagaimana telah dibahas
dalam forum Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan kewenangan
dan sinergitas pelaksanaan. Untuk tahun 2022, Program dan kegiatan
dimaksud adalah kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana,
dimana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada kegiatan
serupa. Termasuk pada Dinas Sosial yang mempunyai kegiatan
Kampung Siaga Bencana. Kegiatan tersebut diharapkan dapat saling
bersinergi terkait rencana lokasi kegiatannya sehingga tidak terjadi
tumpang tindih lokasi kegiatan yang serupa. Termasuk sinergitas
dalam melatih masyarakat/relawan penanggulangan bencana, jangan

sampai tumpang tindih dengan OPD terkait kebencanaan lainnya.
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3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Provinsi Riau

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-
faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan
setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah
kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam
rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan
terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
penanggulangan bencana daerah dan penyelamatan pengungsi
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 79
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Riau.

Untuk itu berdasarkan visi dan misi BPBD Provinsi Riau yang selaras
dengan RPIMD Provinsi Riau 2019 — 2024 serta sebagaimana tertuang
dalam Rencana Strategis BPBD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024,
maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan Akhir
Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam
Tabel 3.1 dibawah ini :
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Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2022

VISI Pemerintah Provinsi Riau dalam RPJMD Riau Tahun 2019-2024:
"Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”.

MISI RPJMD Riau ke — 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

TUJUAN Renstra BPBD Provinsi Riau
Tahun 2019-2024 SASARAN Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Terwujudnya Penanggulangan Bencana Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau
di Provinsi Riau

TUJUAN Renja BPBD Provinsi Riau
Tahun 2022 (Mengacu pada Renstra
BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024)

SASARAN Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022
(Mengacu pada Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024)

Terwujudnya Penanggulangan Bencana Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau
di Provinsi Riau
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3.3. Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas membantu
Gubernur dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di
bidang Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan nilai dasar
manajemen Penanggulangan Bencana sebagaimana dijelaskan dalam
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 memiliki fungsi
“istimewa” yang tidak dimiliki SKPD lainnya yaitu Fungsi Komando, Fungsi
Koordinasi dan Fungsi Pelaksana.

Dengan mempertimbangkan visi dan misi Kepala Daerah yang
tertuang dalam RPIJMD dimana BPBD Provinsi Riau mendukung misi ke 2
(dua) yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata,
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Jika rumusan program dan
kegiatan ada perubahan dari Rancangan Akhir RKPD masih mengacu
Program Kegiatan yang lama, maka prioritas utama program dan kegiatan
BPBD adalah dalam rangka penyelengaraan penanggulangan bencana.
Penyebaran lokasi di prioritaskan pada daerah rawan bencana se-Provinsi
Riau.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah, Pada Tahun Anggaran 2022 BPBD Riau berdasarkan
RPIJMD hanya memiliki 2 (dua) Program yang terdiri dari 1 (Satu) Program
Non Urusan dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan. Adapun program-
program dan kegiatan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 yang sesuai
dengan Renstra BPBD 2019-2024 dan masih mengacu pada aplikasi i-
planning adalah :

Misi Pertama :

Melindungi Masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui pengurangan
resiko bencana.

Misi Kedua :

Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 38



Membangun penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal

Misi Ketiga :

Menyelenggarakan Fasilitasi dan Koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan
rekontruksi penanggulangan bencana.

Misi kelima :

Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan
bencana di Provinsi Riau.

1. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Misi Keempat

Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan
membangun kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan
bencana.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, maka Rencana Anggaran
Belanja Langsung pada BPBD Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2022
sesuai pagu dalam RPIJMD sebesar Rp. 7.713.840.192,-. Pada bulan Maret
2020 terdapat pengurangan pagu akibat defisit APBD Provinsi Riau dan
dimasukan dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Renja BPBD Tahun
2022, sehingga pagu BPBD Provinsi Riau menjadi sebesar
Rp.6.105.726.500,-. Selanjutnya nantinya akan dituangkan dalam KUA-
PPAS dan dilakukan pembahsan dengan DPRD Provinsi Riau. Untuk lebih
jelasnya, Rencana Program dan Kegiatan dalam Renja BPBD Provinsi Riau
Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2 (T-C.33) sebagai berikut :
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Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2022

Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2022

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Target Capaian Kinerja

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Sumb Catatan Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Keluaran Hasil |Pagu Indikatif (Rp.) umber Penting ebutuhan bana
g Kegiatan | Program Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target |Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan 8
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 |05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 15,156,577,848 17,269,176,568
1 |05 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 12,428,370,400 14,674,176,568
1 |05 (01 [1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,050,851,348 10,391,336,568
PENDAPATA
Penyediaan Gaji dan Persentase Persentase pelaporan Meningkatnya Pelaporan N ASLI Persentase
1 (05 (01 |1.02 |01 y ) penyelenggaraan o pelap & y P 100 Persen [100 Persen (100 Persen 9,050,851,348 penyelenggaraan 100 Persen 10,391,336,568
Tunjangan ASN administrasi keuangan Keuangan DAERAH
penanggulangan bencana (PAD) penanggulangan bencana
1 (05 (01 |1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 83,640,000 1,000,000,000
Semua
Pengamanan Baran Persentase Terlaksananya Meningkatnya layanan g?abuSF;?:weur;/K EE,L\]SDL/IAPATA Persentase
1 |05 |01 ]1.03 |02 . ‘g & penyelenggaraan Pengamanan Barang Milik |administrasi perkantoran ! 100 Persen |1 Kegiatan [100 Persen 83,640,000 penyelenggaraan 100 Persen 1,000,000,000
Milik Daerah SKPD enanggulangan bencana [Daerah SKPD ang baik Kecamatan, DAERAH enanggulangan bencana
p g8 g yang Semua (PAD) p geulang
Kelurahan
1 |05 (01 [1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 878,306,460 935,000,000
:Dnesrgﬁaclliaan Komponen Persentase J“L;f;lllf/h I;ﬁ?rzﬁng: instalasi Meningkatnya layanan ;EES?_IAPATA Persentase
1 105 [01 ]1.06 |01 o penyelenggaraan P & administrasi perkantoran 100 Persen (15 Jenis 100 Persen 21,999,964 penyelenggaraan 100 Persen 25,000,000
Listrik/Penerangan enanggulangan bencana bangunan kantor yang ang baik DAERAH enanggulangan bencana
Bangunan Kantor P &8 & disediakan yang (PAD) P &8 g
penvediaan Peralatan Persentase Jumlah peralatan dan Meningkatnya layanan ZEES?_'IAPATA Persentase
1 |05 |01 ]1.06 |02 y penyelenggaraan perlengkapan kantor yang |administrasi perkantoran 100 Persen (43 Jenis 100 Persen 85,396,524 penyelenggaraan 100 Persen 90,000,000
dan Perlengkapan Kantor o . DAERAH
penanggulangan bencana |disediakan yang baik (PAD) penanggulangan bencana
. PENDAPATA
Penyediaan Bahan Persentase Jjumiah makanan dan Meningkatnya layanan N ASLI Persentase
1 |05 |01 |1.06 |04 o penyelenggaraan ) o administrasi perkantoran 100 Persen (6033 Porsi [100 Persen 150,000,000 penyelenggaraan 100 Persen 160,000,000
Logistik Kantor minuman yang disediakan . DAERAH
penanggulangan bencana yang baik (PAD) penanggulangan bencana
Kota
Penyediaan Barang Persentase |jumiah jenis laporan yan Meningkatnya layanan ::E?Sabaru, ZEL\IS?_'IA\PATA Persentase
1 [05 [01 ]1.06 |05 [Cetakan dan penyelenggaraan . J ap Yang | administrasi perkantoran 100 Persen |31 Jenis 100 Persen 105,452,972 penyelenggaraan 100 Persen 110,000,000
dicetak dan digandakan . Kecamatan, DAERAH
Penggandaan penanggulangan bencana yang baik penanggulangan bencana
Semua (PAD)
Kelurahan
Penyelenggaraan Rapat |Persentase Frekuensi rapat koordinasi |Meningkatnya layanan ZE)L\ISDL/:\PATA Persentase
1 105 (01 [1.06 |09 |Koordinasidan penyelenggaraan dan konsultasi keluar administrasi perkantoran 100 Persen |130 Kali 100 Persen 515,457,000 DAERAH penyelenggaraan 100 Persen 550,000,000
Konsultasi SKPD penanggulangan bencana |daerah yang baik (PAD) penanggulangan bencana
1 (05 (01 |1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 242,398,382 250,000,000
Persentase Jumlah perlengkapan g/laerr;l:gl;/laitl?gaD:eegEnuhan ZEL\IS?_'IAPATA Persentase
1 105 [01 [1.07 |05 |Pengadaan Mebel penyelenggaraan gedung kantor yang Penunfj?,ang Urusan 100 Persen |36 Unit 100 Persen 94,661,868 DAERAH penyelenggaraan 100 Persen 100,000,000
penanggulangan bencana |diadakan Pemerintah Daerah (PAD) penanggulangan bencana
Pengadaan Peralatan Persentase Jumlah pengadaan gaergl:gﬁﬁ?gg;):gsnumn EEES?_IAPATA Persentase
1 105 (01 |1.07 |06 & . - penyelenggaraan peralatan dan mesin g 100 Persen |15 Unit 100 Persen 147,736,514 penyelenggaraan 100 Persen 150,000,000
dan Mesin Lainnya enanggulangan bencana |lainnya Penunjang Urusan DAERAH enanggulangan bencana
P g8 & y Pemerintah Daerah (PAD) P &8 g
1 |05 (01 ([1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,591,809,210 1,597,840,000
Penyediaan Jasa Surat Persentase Terlaksananya Penyediaan ZEL\]S?_'IAPATA Persentase
1 105 (01 [1.08 |01 Mer?/ urat penyelenggaraan Jumlah Surat yang Dikirim [Jasa Penunjang Urusan 100 Persen |147 Surat [100 Persen 26,000,000 DAERAH penyelenggaraan 100 Persen 27,000,000
y penanggulangan bencana Pemerintahan Daerah (PAD) penanggulangan bencana




Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Riau
Tahun 2022

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Lokasi Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub okasl -
B Ke ia%an Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Penting Kebutuhan Dana/
g Kegiatan Program Sub ° Dana Tolok Ukur Target [Pagu Indikatif (Rp.)
. Kegiatan
Kegiatan
Penyediaan Jasa Persentase Jumlah rekening yan Terlaksananya Penyediaan ZEES?_'IAPATA Persentase
1 |05 |01 ]1.08 |02 |Komunikasi, Sumber penyelenggaraan dibavar gyang Jasa Penunjang Urusan 100 Persen (48 Rekening|100 Persen 524,970,000 DAERAH penyelenggaraan 100 Persen 530,000,000
Daya Air dan Listrik penanggulangan bencana y Pemerintahan Daerah (PAD) penanggulangan bencana
Penyediaan Jasa Persentase Jumlah Jasa Pelayanan Terlaksananya Penyediaan ;EES?_'IA\PATA Persentase
1 |05 |01 |1.08 |04 Pelayanan Umum Kantor penyelenggaraan Umum Kantor yang Jasa Penunjang Urusan 100 Persen (540 OB 100 Persen 1,040,839,210 DAERAH penyelenggaraan 100 Persen 1,040,840,000
y penanggulangan bencana |Disediakan Pemerintahan Daerah (PAD) penanggulangan bencana
1 |05 (01 ([1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 581,365,000 500,000,000
Penyediaan Jasa
1 105 (01 [1.09 |02 - el penyelenggaraan dinas/operasional yang . g 100 Persen |21 Unit 100 Persen 323,880,000 penyelenggaraan 100 Persen 310,000,000
Perizinan Kendaraan enanggulangan bencana [dipelihara Daerah Penunjang Urusan DAERAH enanggulangan bencana
Dinas Operasional atau P g8 & P Pemerintahan Daerah (PAD) P &8 g
Lapangan
Terpenuhinya PENDAPATA
Pemeliharaan Peralatan Persentase Jumlah peralatan gedun Pemeliharaan Barang Milik N ASLI Persentase
1 105 (01 [1.09 |06 ; . penyelenggaraan P . g & . g 100 Persen |69 Unit 100 Persen 59,980,000 penyelenggaraan 100 Persen 65,000,000
dan Mesin Lainnya enanggulangan bencana kantor yang dipelihara Daerah Penunjang Urusan DAERAH enanggulangan bencana
P g8 & Pemerintahan Daerah (PAD) P &8 g
Pemeliharaan/Rehabilitas Persentase Terpenuhinya PENDAPATA Persentase
i Sarana dan Prasarana Jumlah ruang gedung Pemeliharaan Barang Milik N ASLI
1 105 |01 ]1.09 |10 penyelenggaraan e . 100 Persen |2 Ruangan (100 Persen 197,505,000 penyelenggaraan 100 Persen 125,000,000
Gedung Kantor atau enangeulangan bencana kantor yang dipelihara Daerah Penunjang Urusan DAERAH enangsulangan bencana
Bangunan Lainnya P g8 & Pemerintahan Daerah (PAD) P &8 g
1 |05 |03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2,728,207,448 2,595,000,000
1 (05 (03 |1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 142,011,000 195,000,000
e I . e Semua
Sosialisasi, Komunikasi, Jumlah Jenis Sosialisasi,
Informasi dan Edukasi Persentase Komunikasi, Informasi dan |Terpenuhinya Jenis g?abuszarrt]ir;m ZEL\IS?_'IA\PATA Persentase
1 105 (03 [1.01 |02 |(KIE) Rawan Bencana penyelenggaraan Edukasi (KIE) Rawan Pelayanan informasi Kec'amatan 100 Persen |2 Jenis 1 Jenis 142,011,000 DAERAH penyelenggaraan 100 Persen 195,000,000
Provinsi (Per Jenis penanggulangan bencana |Bencana Provinsi (Per Jenis |Kebencanaan Semua ' (PAD) penanggulangan bencana
Bencana) Bencana)
Kelurahan
1 |05 (03 [1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 1,571,392,860 1,165,000,000
Semua
Terpenuhinya Jenis Kabupaten/K PENDAPATA
Penyusunan Rencana Persentase Jumlah Dokumen Rencana |Pelayanan Pencegahan ota, Semua N ASLI Persentase
1 105 (03 [1.02 |01 |Penanggulangan penyelenggaraan Y S & ! 100 Persen |1 Dokumen |8 Jenis 469,996,000 penyelenggaraan 100 Persen 0
Penanggulangan Bencana |dan Kesiapsiagaan Kecamatan, DAERAH
Bencana penanggulangan bencana Terhadap Bencana Semua (PAD) penanggulangan bencana
Kelurahan
Semua
Persentase Terpenuhinya Jenis Kabupaten/K PENDAPATA Persentase
Pengelolaan Risiko Jumlah jenis Pengelolaan [Pelayanan Pencegahan ota, Semua . . N ASLI
1 |05 |03 |1.02 |05 penyelenggaraan . I 100 Persen (4 Jenis 8 Jenis 339,980,892 penyelenggaraan 100 Persen 380,000,000
Bencana enangeulangan bencana Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan Kecamatan, DAERAH penanggulangan bencana
P 88 & Terhadap Bencana Semua (PAD) g
Kelurahan
Kab.
TSR persenas i Kowasan i |[SPEI e {Feanan N
1 |05 |03 [1.02 |06 penyelenggaraan Pencegahan dan yanan & 100 Persen (1 Desa 8 Jenis 244,999,208 penyelenggaraan 100 Persen 250,000,000
Pencegahan dan enanggulangan bencana |Kesiapsiagaan Bencana dan Kesiapsiagaan Kecamatan, DAERAH enanggulangan bencana
Kesiapsiagaan Bencana P &8 & psiag Terhadap Bencana Semua (PAD) P &8 &
Kelurahan
Semua
Terpenuhinya Jenis Kabupaten/K PENDAPATA
Penanganan Persentase Jumlah jenis Penanganan [Pelayanan Pencegahan ota, Semua N ASLI Persentase
1 |05 |03 |1.02 |07 & I penyelenggaraan J & Y I & ' 100 Persen |2 Jenis 8 Jenis 202,114,406 penyelenggaraan 100 Persen 210,000,000
Pascabencana Provinsi enangeulangan bencana Pasca Bencana dan Kesiapsiagaan Kecamatan, DAERAH enangsulangan bencana
P &8 & Terhadap Bencana Semua (PAD) P &8 &
Kelurahan
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2022

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ . Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Sumber Cata1.:an Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.) Penting N
g Kegiatan Program Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target [Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan 8
Semua
Pengembangan Persentase Jumlah Peserta ‘;:rl’:eannuahnlng: Jf:';han E’?abLJSZE;;ir;/K ;EL\]S?_'IAPATA Persentase
1 105 [03 [1.02 |08 |Kapasitas Tim Reaksi penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Y S & ! 100 Persen |80 Orang 8 Jenis 194,320,110 penyelenggaraan 100 Persen 200,000,000
Cepat (TRC) Bencana enanggulangan bencana [TRC BPBD yang terlatih dan Kesiapsiagaan Kecamatan, DAERAH enanggulangan bencana
P P g8 & yang Terhadap Bencana Semua (PAD) P &8 g
Kelurahan
. . Kab. Kampar,
Jumlah Orang yang Terpenuhinya Jenis PENDAPATA
Gladi Kesiapsiagaan Persentase mengikuti Gladi Pelayanan Pencegahan semua N ASLI Persentase
1 |05 |03 (1.02 (10 pslag penyelenggaraan .g . Y S & Kecamatan, [100 Persen |200 Orang |8 Jenis 119,982,244 penyelenggaraan 100 Persen 125,000,000
terhadap Bencana Kesiapsiagaan terhadap dan Kesiapsiagaan DAERAH
penanggulangan bencana Semua penanggulangan bencana
bencana Terhadap Bencana (PAD)
Kelurahan
1 |05 (03 (1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 529,979,200 620,000,000
Semua
Respon Cepat Persentase Jumlah Jenis Respon Cepat ITDEerlrEeannuahr:ng:rfe;:matan E?abusr;an:eur;/K EEES?_IAPATA Persentase
1 105 [03 [1.03 |02 |Penanganan Darurat penyelenggaraan Penanganan Darurat Y =y ! 100 Persen |2 Jenis 2 Jenis 419,997,350 penyelenggaraan 100 Persen 500,000,000
Bencana enanggulangan bencana |Bencana dan Evakuasi Korban Kecamatan, DAERAH enanggulangan bencana
P g8 & Bencana Semua (PAD) P &8 g
Kelurahan
Semua
Penyediaan Logistik Terpenuhinya Jenis Kabupaten/K PENDAPATA
Penyelamatan dan Persentase Jumlah Logistik Kebutuhan [Pelayanan Penyelamatan [ota, Semua N ASLI Persentase
1 (05 (03 |1.03 [04 Evakuasi Korban p:zgilenﬁiiraaa:bencana Korban Bencana dan Evakuasi Korban Kecamatan, 100 Persen |550 Paket |2 Jenis 109,981,850 DAERAH p::gileniiiraaannbencana 100 Persen 120,000,000
Bencana P g8 & Bencana Semua (PAD) P &8 g
Kelurahan
1 |05 (03 |[1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 484,824,388 615,000,000
Semua
Rentang Waktu . . Kabupaten/K PENDAPATA
Penguatan Kelembagaan Persentase Operasional Posko Siaga Terpenuhinya Jenis ota, Semua N ASLI Persentase
1 |05 |03 [1.04 |02 & & penyelenggaraan P & Penataan Sistem Dasar ! 100 Persen |1 Tahun 4 Jenis 75,013,598 penyelenggaraan 100 Persen 140,000,000
Bencana Daerah enanggulangan bencana Darurat Bencana Karhutla Penanggulangan Bencana Kecamatan, DAERAH enanggulangan bencana
P &8 & Provinsi Riau &8 & Semua (PAD) P &8 &
Kelurahan
Semua
Kerjasama Antar Dokumen Kerjasama Antar . . Kabupaten/K PENDAPATA
Lembaga dan Kemitraan Persentase Lembaga dan Kemitraan Terpenuhinya Jenis ota, Semua N ASLI Persentase
1 [05 (03 |1.04 (03 penyelenggaraan Penataan Sistem Dasar ! 100 Persen |1 Dokumen |4 Jenis 203,549,790 penyelenggaraan 100 Persen 255,000,000
dalam Penanggulangan enanggulangan bencana dalam Penanggulangan Penanggulangan Bencana Kecamatan, DAERAH enanggulangan bencana
Bencana P g8 & Bencana g8 g Semua (PAD) P g8 g
Kelurahan
Semua
Jumlah Dokumen Data . . Kabupaten/K PENDAPATA
Pengelolaan dan Persentase Informasi Kebencanaan Terpenuhinya Jenis ota. Sernua N ASLI Persentase
1 105 [03 [1.04 [04 [Pemanfaatan Sistem penyelenggaraan ) Penataan Sistem Dasar ! 100 Persen |1 Dokumen |4 Jenis 111,154,000 penyelenggaraan 100 Persen 120,000,000
Informasi Kebencanaan |penanggulangan bencana yang dikelola dan Penanggulangan Bencana Kecamatan, DAERAH penanggulangan bencana
dimanfaatkan Semua (PAD)
Kelurahan
Pembinaan dan J;enr::?)ri]nléiﬁlodr:: Semua
Pengawasan . . Kabupaten/K PENDAPATA
Penyelenggaraan Persentase Pengawasan Terpenuhinya Jenis ota. Semua N ASLI Persentase
1 105 (03 [1.04 |05 penyelenggaraan Penyelenggaraan Penataan Sistem Dasar ! 100 Persen |1 Dokumen |4 Jenis 95,107,000 penyelenggaraan 100 Persen 100,000,000
Penanggulangan Kecamatan, DAERAH
penanggulangan bencana |Penanggulangan Bencana |Penanggulangan Bencana penanggulangan bencana
Bencana Kabupaten/Kota L Semua (PAD)
- o Kabupaten/Kota di Wilayah
di Wilayah Provinsi g Kelurahan
Provinsi
TOTAL 15,156,577,848 17,269,176,568




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BPBD PROVIINSI RIAU

Sebagai lembaga/instansi yang bertugas sebagai koordinator
kebencanaan, penetapan rencana program dan kegiatan prioritas beserta
indikator kinerja BPBD disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Riau periode
2019-2024. Penetapan program-program yang termuat dalam Renstra
BPBD Provinsi Riau disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta
peraturan perundangan terkait dengan tugas dan fungsi BPBD. Program
dan kegiatan prioritas diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-
tugas pelaksana penanggulangan bencana Provinsi Riau.

Program kegiatan tersebut dengan indikator kinerja program
(outcome) dan kegiatan (output) masing-masing diharapkan dapat
mendukung pencapaian visi dan misi BPBD Provinsi Riau lima tahun ke
depan dan dijadikan Indikator kinerja BPBD dalam melaksanakan fungsi
penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah
merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah. Rencana Kerja BPBD
Provinsi Riau dijabarkan dalam bentuk sasaran strategis, kebijakan,
program dan kegiatan serta pendanaan yang akan diimplementasikan
dalam satu tahun anggaran dan dituangkan dalam dokumen Rancangan
Akhir Rencana Kerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022. Rancangan Akhir
Rencana Kerja Anggaran Belanja Langsung pada BPBD Provinsi Riau pada
Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Rancangan Akhir RKPD sebesar Rp.
6.105.726.500,- dengan rincian Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 sebanyak 30 Kegiatan yang berada
dalam 2 (Program) Program sesuai aplikasi SIPD. Untuk lebih Jelasnya
dapat dilihat pada Tabel Dibawah ini :
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Riau
Tahun 2022
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Wrusan/ S Target Capaian Kinerja Cataton Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub 2 a . . e oy g
o8 Ke _e;gta Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Keluaran Hasil  |Pagu Indikatif (Rp.) sumber Penting xebutuhan Danar
i : Program Sub : Dana Tolok Ukur Target |Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan ; Kegiatan
Kegiatan
PENDAPATA
Peryediaan jasa Persentase R e Teriaksananya Penyed|san P Persentase
1 (o3 |ov [108 |02 |Kormenscasi, Sumber penyelenggaraan e g yang jasa Penasnjang Urusan 100 Persen |48 Rekening| 100 Persen 24,970,000 peryEle ngEaraan 100 Persen 330,000,000
i r i RAH
Drarya Ak dan Listrik penanggulangan bencana " Pemerintahan Daerah (PAD) penanggulangan bencana
(PADY
P
e Persentase Jumiah jasa Pelayanan Teraksananya Penyed|san n‘E:IsDLTP‘"A Persentase
T3 o 1.0E |04 Pel?f:r:::rll]:“-!m e penyelenggaraan Umum Eantor yang Jaz=a Penunjang Urusan 100 Persen |340 OB 100 Pers=n 1.040,839,210 DAE penyelenggaraan 100 Pers=n 1,040,840, 000
¥ o penanggulangan bencana | Désediakan Pemerintahan Daerah (FAD) penanggulangan bencana
b
1 |05 |00 [1.09 pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 581,365,000 500,004,000
Peryediaan jaza
Pemelih B T i PENDAPATA|
=e::l:h:::? P:I::d.:n Persentase Jjumilah kendaraan Pirr::"far;awn Barang Milik N ASLI Persentase
1 1 |1 o v minasiope m 21 Ui . ! 3
o (o |esfor (o iaraan: per _.-e|er3:5.:.raann ra"h perasional yang e esiiajarg Ursar 100 Persen |21 L 100 Persen 323,880,000 pen,-:ler\glgamunu 100 Persan 10,000,000
s w " 1 e
Dinas Dperasional stau Lloiah bkl b ol Pemerintahan Daerah (PAD) penanggulangan bencana
Lapangan
T e
Pemeliharaan Perolatan, |0 oo Loos e (e e :E:SDLTHM gz
1 (o3 oo [109 |oe penyslenggaraan J P B E E 100 Persen |63 L 100 Persen =%,980,000 penyelenggarsan 100 Persan 63,000,000
dan Mesin Lainmys enanmEdangan bencana | ©2NE0F Yang dipetinars Daerah Penunjang Lirusan DAERAH iR
L BEUAANg Pemerintahian Daerah (PAD) pEnansy E —
Pemeliharaan/Rehabilitas Terpenuhinga FEMDAFATA)
t |0 |;1 |10 |ap [I30TRAsen Praserana E::;T:H raan M) AR BEIRER ot e Mg W 100 Persen |2 Ruangan |100 Persen 197,303,000 251! :::Ezr:;a“maan 100 Persen 123,000,000
1 \Gedung Kantor atay ey EnEEn 5 kantor yang dipefinara Dasrah Penunjang Urusan - L e DRERAH ¥ "\SIE % o
i e " e
Bangunan Lainnya PRENE LTI P Pemerintahan Daerah (PADY P
1 |05 |03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2,728,207 448 2,595,000,000
1 |05 (03 (1o Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 142,011,000 195,000,000
5 i K ik by | Sosial | mehn.
osialisasi, Komunikas| Jumiah jenis Sosialisas), - Kabupeten/K P
informasi dan Edukast | Persentase Komurikasi, inforrmas! dan | Terpenuninya jents R N R Persentase
¥ |O3 |03 |00 [DZ  |({KIE] Rawan Bencana penyelenggaraan Edukasi (KIE] Rawan Pelayaman Informasi K:c‘.arnm;n 100 Persen |2 jenis 1 Jenis 142,011,000 ST penyelenggaraan 100 Persen 192,000,000
Frowins (Fer Jenis penanggulangan bencana  |Bencana Provins (Per jenis | Ketencanaan i " (PAD) penanggulangan berncana
, b
Bancana) Bencana) b e
1 |05 |03 [1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 1,571,392,860 1,165,000,000
Semua
. Terpenuhinyga jenis Hahupatenf¥ PENDAPATA|
Pe u Ri Persent Pers
v Lo [ ool Penyuul.lan —— :uer: - Jumilah Dokwemen ARencana | Pelayanan Pencegahan ota, Semaa 100 P 1 Dok - 409,990,000 M ASLI il cr:(ase g o
npelen: - 5 LY .
3 i Pl sk gen Penyelenggaman |oenangguiangan Sencana |dan kesiapsisgaan Kecamatan, vy | VD 8o . DacRaH pEmSemEnman |15 Feren
P BEnslang= Terhadap Bencana Semua (PAD) Egulang: .
Kelurahan
Semua
Terpenuhinga jenis Kabupaten® FEMDAFPATA)
Pengsiolaan Risiko reniar Jumilash penis Pengeiolaan | Petayanan Penceganan ota, Semasa N ASLI Formeniss
- Ll ik 3 [ e v w . 5! .
T |03 |oz 102 |03 Sk per*yalerg,-g,amanb Hiin Bencans dan Kesiapsiagaan R 100 Persen |4 jenis E Jenis 335,980,E% DAERAH n-eny:ler@lgnlaanu 100 Persen 320,000,000
n T r e
penanggulangan bencana Ternadap Bencana e (FaD) penanggulangan bencsna
Kelurahan
Kak.
:ngu.nan Kapasitas e Jumlan Kawiasan untis :lpenul':l':u |en|'.r| ::Ialawan. :E:ISDL:.PMA ey
T |o3 o3 1.02 |08 S Y, penvyelenggaraan Pencegahan dan et e T e 100 Persen |1 Desa E Jenis 244,953,208 penyelenggaraan 100 Pers=n 230,000,000
Pencegahan dan dan Keslapsiagaan Kecamatan, DAERAH
penanggulangan bencana  |Keslapsiagaan Bencana g penanggulangan bencana
Kesiapsiagaan Bencana Terhadap Bencana Semua (FPAD}
Kelurahan
Semua
_ — s "
Penanganan Femmm. umilah jenis Penanganan F:"-am:::r;r;:rf:zmahan ::::‘:::le:h :\E:‘SDLTP”A e
1 |os o3 [voz (o7 B penyelenggaraan Jur 2 Bar ¥ 8 - = 100 Persen |2 jenis 8 jenis 02,114,408 penyelenggarsan 100 Persen 210,000,000
Pascabencana Provinst enansangan bencana |F25C% Bencana dan Keslapsiagaan Kecamatan, DAERAH Sl N
P BEnslang= Terhadap Bencana Semua (PAD) Egulang: .
Kelurahan
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Program dan Keglatan Perangkat Daerah

Provinsi Riau
Tahun 2022
Unit Organisasi : 1.05.0000.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.0000.00.02.0000 BADAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/ e Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub ) ) P 5t - :
Ke sftan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Keluaran Hasil  |Pagu Indikatif (Rp.) Sterities Penting MEturnhn Do
El Kegiatan | Program sub b Dana Toiok Ukur Targer [Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan | "%
FENDAFATA,
Feryedisan [aza Persentase Teriaksanamya Penyediaan Persentase
Jurmlish rekening yang < - N ASLI 5
1 |03 |or [voe |0z |Kormansas), Sumber peEnyelenggaraan pinin b Jasa Penunjang Urusan 100 Persen |48 Rekening| 100 Persen 324,970,000( 0 o penyel=nggaraan 100 Persen 530,000,000
Dharya Adr dan Listrik penanggulangan bencana Pemerintahan Daerah (FAD) penanggulangan bendana
(PAD}
PENDAFATA|
A i Persentase Jumlah jasa Pelayanan Terlakzananya Penypediaan AT Fersenfase
1 |03 o .08 |04 P:I?Zr::::‘.llr:-ﬂm K penyelenggaraan Umum Kantor yang Jaza Pernunjang Uruzan 100 Persen |340 OB 100 Persen 1,040,839, 210 i::.-lE : peryelenggaraan 100 Fersen 1,040,840, 000
¥ = penanggulangan bencana | Désediakan Femerintahan Daerah IFAD) penanggulangan berndana
(PADY}
1 |os |o1 pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemearintahan Daerah 581,365,000 500,000,000
Peryedisan jasa
o B [ereee i encan [ e
1 1| Tttt - [cinamio o o L 1 L 1 £ 1 L
o |o LN el per-yele:_;_garaanb d a":perasr-nal,uanﬁ Cideinit Peiinjang Lwsain 100 Persen |21 Linet 00 Persen 323,880,000( 0o p-en,azlenglg.:r.sanmE 00 Persen 310,000,000
n y TeCAs
DHnas Operasional atau BRI o i Femerintahan Dwerah (PADY) IR S ana
Lapangan
T v FENDAPATA|
Pemeliharaan Peratatan | T e PO L It s crcis o P M AsLI e
1 |oa |ov 109 fee penyelengEaraan J pe B E 3 B 100 Persen |69 Linet 100 Persen s5,980,000| " penyelenggaraan 100 Persen 65,000,000
an Mesan Lainnya enanimslangan bencana | *ATE0T ¥ang dipethars Dia=rah Penunjang Lirusan DMERAH ARG
L BEUAangs Pemerintahan Daerah (FAD) P -
Pemelliharaan/Rehabilitas Terpenuhinya PENDAFATA
Sarana dan Prasarana o Jumiah ruang gedung Pemesnarsan Barang Millk N ASLI il
1 | 1 ¥ . s relen. o 5 i 5 " | 123,
o3 o o Gedung Kantar atau Pyl _gg,alunb kantor yang dipesnars Deerah Penunjang Urusan 100 Persen |2 Ruangan | 100 Persen 97,303,000 DAERAH .'.v-en:.::len.glg\:r.s\snmE 100 Persen 23,000,000
n T m oL TR
Bangunan Lainnys R R ——— Femerintahan Daerah (PAD) PR o
1 |05 |03 PROGRAM PEMANGGULANGAN BENCAMA 2,728,207 448 2,595,000,000
1|05 |03 |10 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 142,011,000 195, D00, D00
5 1l 1, K nikasl, iy Sos| SN
osialisas, Komasnikasl, Jurmilah jenis Soslatsas], 5 Kabupaten/K ——
informas! dan Edukas!  |Persentase Kormunikasl, informasi dan | Terpenuninya jenls R b de Persentase
1 |os o2 |ved oz |iciE) Rewan Bencana penyelenggaraan Edukast (KIE} Rawan Pelayanan informas: K“'arnm;n 100 Persen |2 jenis 1 jenis 142,011,000 ;ME penyelenggarsan 100 Persen 193,000,000
Prowansi (Per jenis penanggudangan bencana  |Eencana Provins! (Per jenis | Kebencanaan ity RS peEnanggulangan bencosna
Eencana) Eencanal : i '
Kelurahan
1 |05 |03 [1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 1,571,392,860 1,165,000,000
Semua
T hiry s Kahbi K PENDAFPATA|
Permyusunan Rencana Persentase a el:p-enu e Jer R Fersentase
1 |03 |D3 1.0z |0 Fenanggulangan vy ey raan T i e s AT 100 Persen |1 Dokumen | E jenis 445,993,000 M penyelenggaraan 100 Persen a
ol hn“rﬁg B Per::w -?'E:Hn bencana |PEnengRuiangan Bencana (dan Kesiapsiagaan Kecamatar, . T  DsERan n:n n:’:n e e
P BEslang Terhadap Bericana Semua (PAD) penangguiang: =
Kelurahamn
Semua
Terpenuhinya [=nis Kahupaten PENDAPATA|
Fengeiciaan Risiko rmc o Jumnilaiy penis Pengelolaan | Pelayanan Pencegahan ota, Semaua M ASLI L
1 |03 |03 T o = e e, o nd g 4 ! o 100 P 4 11 a8 I 339,980,892 i 100 P 380,000,000
Bencana peryciengEnrnan Risio Eencana dan Keslapsiagaan Kecamatan, T i en ” DHAERAH peryiengRarman - 3
penanggulangan bencana Terhadap Bencana Semis PAD) penanggulangan bencana
Keiurahan
Kah.
::nguuun K.'.lpasllas P vy i i :rpenur :':\a |en|-,r| :Elalawan. i-E:JSDLAPﬂT& pramr
1 |03 102 |0d S penvyelenggaraan Fencegahan dan PN SR gt 100 Fersen |1 Desa B Jenis 244,993,208 : penyelenggaraan 100 Fersen 250,000,000
Pencegahan dan 4 5 ~ dan Keslapsiagaan Kecamatarn, DMERAH -
penanggulangan bencana  |Kesiapsiagaan Bencana a1} penanggulangan bencana
Keslapsiagaan Bencana Terhadap Bencana Semua (PADY
Kelurahan
Semua
T iy =
Fenanganan EErm Jumiaiy jenis Penanganan Peer:e:"lf:nlg:rﬂ::nlahan :::L:‘::TL iE:ISDLTP”A g
1 |os [o2 |0z o7 B penyelenggaraan o ’ B ¥ 8 L @ 100 Persen (2 jenis B jenis 202,114,408 penyelenggarsan 100 Persen 210,000,000
Fascabencana Provins enangmsangan bencana |7 2503 Bencana dan Keslapsiagoan Kecamatan, DMERAH i s s T
P BN AN Terhadap Bencana Semua (FALDY P - &
Kelurahamn
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Prowvinsi Riau
Tahun 2022
Unit Organisasi : 1.05.00,00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi © 1.05.0.00,0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/ R Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kiode Program/ Kegiatan/ Sub ; : o = L sumber ; Kebutuhan Danal
o8 Ke iﬁan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Keluaran Hasil  |Pagu Indikatif (Rp.) Penting i
3 Kegiatan | Program Sub e Dana Tolok Ukur Target |Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan | M5
SEmua
Terpenuhdan =il Kabupaten FENDAFPATA
Pengembangan Persentase jumniah Peserta ik % va e - Fersentase
1 |08 |03 1.02 |08 Kapasitas Tim Reaksi e EngEaraan Pengembangan Kapasitas Pl feneegnnen e e 100 Persen |80 Orany B Jenis 194, 320,110 ey penyele araan 100 Persen 200,000,000
: '-pu:rrﬂcl Bencana Pe':\ -En an bencans TRCSEIPED f teriatin i n s ECrmm 4 ? e D-en:n rElin AN benCana :
G Ly Egwiang ¥arg = Terhadap Bencana sEmua (PAD) Esuiang b5
KEelurahan
Kab. Ka 4
jumish Crang yang Terpenuhinys jenis ERE FENDAPATA|
Glac Keslapsiagaan it mengikut! Glad Petayanan Pencegahan roi i M ASLI FXEpEns
1 |03 |o=2 1.02 |10 g penyelenggaraan phe ¥ & Kecamatan, 100 Persen |200 Drang  |E |enis 115,382,244 = pemyelenggarsaan 100 Persen F23,000, 000
terhadap Bencana i Bt e, Kesiapsiagaan terhadap dan Kesiapsiagaan P DAERAH Ry
penanamuaTEn bencana Terhatap Bencana Z (PADY penanEgliang g
Kelurahan
1 |05 (03 |1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 529,979,200 620,000,000
Semua
Terpenuhinya j=nils Kabupaten FEMNDAFPATA
T 1 Pers I i 5 I
o3 (o3 |12 |0z :ﬁpﬂ EP‘D . AT““ qumm e l::pon P! | Petayanan Penyelamatan _[ota, Semua 100 P 1 z sisgszaz|” A i ETMe 100 P 200,000, 000
i Enanganan Darurat Enyelenggaraan ‘enanganan Darurat ersen |2 jenis enis .33 rTyEle raan 00 Persen = .
B:ncari per":\ 35: n bencans B:ncaE: ANl P Licy il 2 3 - Ak :n:n nEIE: Ar DeTsCana
penanggangs B Bencana Semua (PAD} B3 B e
Kelurahan
S=mus
tst T iy i3 e
:T:E:mn ::?:I:r:k e jumlah Logistik Kebutubhan Pee:!pe:::n Py:njenlllrnatar :l:“_;:me': i :E?S?_TPATA Berscniy:
1 |0 |oz [1o3 |os Y penyelenggaraan Y Bl ¥ = P SETE o0 Persen |950 Paket |2 jenis 105,981,850 peryelenggaraan 100 Persen 120,000,000
Evalouasz| Korban i il Fe Korban Bencana dan Evakuasi Korban Kecamatan, DAERAH s
Bencana L EEuiangs Bencana Semua (PAD) penangs B =
Kelurahamn
1 |05 [03 |1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 484,524,388 15,000,000
Semua
- i Rerntang Wakhu = = | Kabupater/i PEMDAPATA) o
ersentase Terpenuhinya jenis rsentase
Penguatan Kelembagaan Oiperasional Posico Slags ota, Semua = W ASLI
¥ 3 3 1 n r ! '] 7, 1 ELY
o3 |03 1.0 | o2 Bencania TIaeran penf:lerg.gpmanb Deeirairet Béovmris Ka-hu e :eralaa Sistern Eu-su K, 30 Fersen |1 Tahun Jenis 73,013,358 DAERAH peny:lenglgdraanh 00 Persen 1«80, 00, DR
m s Pen sl L= s TeCaT
penangguangan bencana | L enanggdangan Bencana | (PAD) penanggulangan bencana
Kelurahamn
Semus
Kerjasama Antar Dimen Kerjasama Antar | Kabupaten/ FEMDAPATA
TR Persentase P Terpenuhinya jenls i i Fersentase
1 |03 |o3 [1ps|og [LETDAEA dan Remiraan | elenggaraan Frribaga dan KEmitraon | penatasn Sisten Dasar [T00 25 400 Persen |1 Dakumen |4 jenis 203,340,750] o peryelenggaraan 100 Persen 255,000,000
dalarm Penanggulangan - o dalam Fenanggulangan Eecamatan, DAERAH
penangguiangan bencans Fenanggulangan Bencana penanggulangan bencana
Bencana Bencama Semua (PAD)
KEelurahan
Semua
i Jumiah Dosowmen Data 2 Kabupaten FEMDAFPATA
Pengeiolaan dan Persentase PR e Terpenuhinya jenis IR il PeErsentase
T |o3 |03 1.0 | D2 Pemanfastan Sisterm penyelenggaraan T i Penataan Sistern Dasar . 7 .!1“ | Dokurmen |4 jenis 111,134,000 AR peryelenggaraan 100 FPersen 120,000, 000
2 2 yang dikeiola dan ECamatan,
n d 4 1 ™ s T ™ moan
infarmast Kenencansan  |penanggulangsn nencans [ Penanggulangan Bencana |- (PaD) pEnanggulangan bencans
Kelurahan
Pembinaan dan Uit 1 o) Semus
a9 Pembinsan dan Kab e FENDAFATA)
Eerwasan
Nn cle“aaman Persentase Pengesasan Terpenuhinya jenis D:EI L;'::‘e: ¥ ASLI Persentase
t|os|o3 jrosfos (7 i "EIS penyelenggaraan Peryelenggaraan Penatasn Sisterm Dasar | °% **™ 100 Persen (1 Dakumen |4 jenis o700l peryelenggaraan 100 Persen 100,000,000
I g penangguilangan bencana  |Fenanggulangan Bencana | Penangguiangan Bencana W — penanggulangan bencans
Bencana Kabupaten/Kota - = Semua (FAD)
Kabupaterwkota i Wilayah
i ‘Wilayah Provins Eelurahan
Prowines
TOTAL 15,156,577 848 17,269,176,568
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Provinsi Riau Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan
berdasarkan Rencana Strategis BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Ada

beberapa catatan penting yang diperlukan dalam menunjang kinerja BPBD

Provinsi Riau yaitu :

1.

Prioritas Program dan Kegiatan lebih dititikberatkan pada aspek pra

bencana sehingga dapat menekan dampak dari bencana.

. Penanggulangan Pasca Bencana atau pemulihan membutuhkan biaya

yang cukup besar dan biasanya menjadi tupoksi Dinas teknis, sehingga
memerlukan sinkronisasi program kegiatan khusus dalam membantu

pemulihan pasca bencana.

. Pada masa Tanggap Darurat Bencana lebih mengutamakan anggaran

dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang biasanya melalui mekanisme

pergeseran anggaran.

. Penerapan SPM untuk BPBD Provinsi yang terangkum dari capaian SPM

Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau membutuhkan koordinasi dan evaluasi
agar dapat terlaksana dengan baik sesuai Permendagri 101 Tahun
2018.

. Diperlukannya pembuatan SOP untuk monitoring Capaian SPM yang

dituangkan dalam kegiatan berupa monitoring oleh Tim Monev BPBD

Provinsi Riau tiap tahunnya.
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6. Dengan adanya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, maka diperlukan penyesuaian kembali terkait program kegiatan
dan penyesuaian Renja OPD sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 jika sudah
diterapkan.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2022, maka penetapan prioritas
pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi BPBD
diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta
berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Riau
maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain terkait dan dapat
dijadikan masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Riau.

Rencana Kerja (RENJA) BPBD Tahun 2022 yang telah mengadopsi
adanya pengurangan anggaran akibat defisit anggaran diharapkan dapat
menjadi dokumen yang mampu memberikan arahan perencanaan
program, target dan sasaran yang tepat tetapi fleksibel. Hal ini
disesuaikan dengan perkembangan situasi yang terjadi khususnya dalam
bidang pembangunan di bidang penanggulangan bencana. Sekian dan

terima kasih.

Pekanbaru, Juli 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU

M. EDY AFRIZAL, SE, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19730421 199203 1 002
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